
 
 
 

 
 

 

G U B E R N U R  
SUMATERA BARAT 

 
No. Urut: 65, 2014 

 
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT 

NOMOR 65 TAHUN 2014 
 

TENTANG 
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SUMATERA BARAT, 
 

Menimbang : a.  bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 1 Peraturan 

Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2014 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu ditetapkan Peraturan 

Gubernur Sumatera Barat tentang Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2014.  

Mengingat  :  1.  Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan 

Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957, tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Swantantra Tingkat I 

Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 

112) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979);  

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3569);  

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran 

Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3688); sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3988); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286);  

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara Republik Indonesia (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);  

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawab 

Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400);  

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4548);  

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438);  

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 5049); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4090); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota DPRD (Lemharan Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara  

Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomar 21 Tahun 

2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4512);  

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelelaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomar 74 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara  

Republik Indonesia Nomor 4574);  

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara  

Republik Indonesia Nomor 4575);  

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);  

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);  
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614);  

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614);  

22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165);  

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165);  

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272);  

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelelaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah;  

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang 

Perubahan  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah;  

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;  

28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-515 Tahun 

2014 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Provinsi Sumatera Barat tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan 

Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2014;  

29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-3506 Tahun 

2014 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 

dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Barat 

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 

30. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 

tabun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;   

31. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah 

Tahun Anggaran 2014.  

32. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 

Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja daerah Tahun Anggaran 2014.  

 
 

MEMUTUSKAN 
Menetapkan :  PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2014.  
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Pasal 1 

Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014        

semula berjumlah Rp. 3.608.888.673.830,00 bertambah sejumlah                          

Rp. 40.309.830.486,94  sehingga menjadi Rp. 3.649.198.504.316,94 dengan 

rincian sebagai berikut :  

 

1. Pendapatan:  

Semula............................. Rp. 3.497.297.058.000,00  

Bertambah……………………… Rp.     25.032.869.000,00  

Jumlah Pendapatan setelah perubahan….  Rp.  3.522.329.927.000,00  

 

2. Belanja:  

Semula........................... Rp. 3.608.888.673.830,00 

Bertambah …………………… Rp.     40.309.830.486,94 

Jumlah Belanja setelah perubahan ……….  Rp. 3.649.198.504.316,94 

Defisit setelah perubahan ................... Rp.  (126.868.577.316,94)  

 

3. Pembiayaan:  

a. Penerimaan.  

1) Semula ………………… Rp. 225.000.000.000,00  

2) Bertambah ……………  (Rp.  15.276.961.486,94)  

Jumlah Penerimaan setelah perubahan … Rp. 240.276.961.486,94  

 

b. Pengeluaran.  

1) Semula ………………… Rp. 53.919.543.332,00  

2) Bertambah …………… Rp.                       ,00  

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan … Rp.   53.919.543.332,00  

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan        Rp. 186.357.418.154,94 

Sisa lebih pembiaya anggaran setelah perubahan   Rp.  59.488.840.838,00 

 

Pasal 2 

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci 

lebih lanjut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Gubernur ini.  

 

 

 

Pasal 3 

Daftar Penerimaan Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.  

 

Pasal 4 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan 

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera 

Barat. 
 

 

 
Ditetapkan di Padang  

Pada tanggal 11 September 2014 

GUBERNUR SUMATERA BARAT 
                 
          dto 

 
IRWAN PRAYITNO 

 

 

Diundangkan di Padang  
Pada tanggal 11 September 2014 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
             SUMATERA BARAT 

 
                          dto        

 

                   ALI ASMAR 
 

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2014 NOMOR : 65 
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